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ABSTRAK  

Tujuan penelitian ini untuk menguraikan pengaturan perlindungan hukum 

terhadap  pasien dan tenaga kesehatan  dalam melaksanakan tugas dan profesinya, 

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pelayanan keluarga berencana pasca 

salin, maka dibentuklah PKBRS yaitu  Pelayanan Keluarga Berencana Rumah 

Sakit dan bekerjasama dengan BKKBN ( Badan Koordinasi Keluarga Berencana ) 

.Untuk pelayanan pemasangan Alat Kontrasepsi  Keluarga Berencana  dilakukan 

di Poliklinik dan di Ruang Bersalin  Ponek untuk pelayanan Keluarga  Berencana  

Pasca Salin. Demikian juga kebijakan yang berlaku di RSUD Salatiga adalah 

setiap ibu bersalin di harapkan memakai alat kontrasepsi setelah melahirkan dan 

setelah keguguran , sebelum ibu pulang ke rumah. Bagi ibu bersalin (Kehamilan  

pertama  dan  Kehamilan ke dua) di beri pilihan  menggunakan KB  IUD ( Intra 

Uterin Divice / Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), sedangkan untuk kehamilan 

lebih dari dua  di beri pilihan MOW  ( Medis Operatif Wanita /Sterilisasi)untuk 

Suami MOP ( Medis Operatif Pria/ Vasektomi ). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui adanya dugaan  pelanggaran  hak 

asasi manusia di dalam pelaksanaan program keluarga berencana serta adanya  

aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi , Sehingga  Penulis bisa memberikan 

pengetahuan bagi  Tenaga kesehatan agar lebih berhati-hati di dalam melakukan 

tindakan  pemasangan alat Kontrasepsi dan apabila ada seorang  Ibu yang  

menolak tindakan pemasangan , kita harus menghargai pendapat patien  dan tidak 

boleh memaksakan kehendak dengan alasan Program Pemerintah. Kita harus 

mampu memberikan  edukasi tentang keluarga berencana dan Inform consent ( 

Persetujuan Tindakan ). 

Sebagaimana diketahui ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar  

pengaturan  tentang hak reproduksi adalah : Undang-Undang  Dasar Tahun 1945. 

BAB XA tentang Hak Asasi Manusia  dari Ps 28A sampai 28J, .Undang Undang  

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 Hak berkeluarga dan  melanjutkan  

keturunan,  Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, Pasal 27 Tentang 

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan Pasal 56  Tentang Perlidungan 

Pasien,  Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46 

Tentang Tanggung Jawab Hukum, Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 

tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 20 sampai Pasal 27 

tentang  Keluarga Berencana. Peraturan  Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2014 

Tentang  Kesehatan  Reproduksi. 

Kata kunci :  Perlindungan Hukum  KB Pasca salin  ditinjau  dari  Perspektif   

HAM 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to describe the legal protection arrangements 

for patients and health workers in carrying out their duties and professions. 

To prevent violations of post partum family planning services, the 

PKBRS, namely Hospital Family Planning Services and in collaboration with the 

BKKBN (Family Planning Coordination Board), was carried out at the Polyclinic 

and in the Ponek Maternity Room for Post-Family Planning Services. Copy. 

Likewise, the prevailing policy at the Salatiga Regional Hospital is that every 

mother giving birth is expected to use contraception after giving birth and after a 

miscarriage, before the mother returns home. For mothers who give birth (first 

pregnancy and second pregnancy), they are given the choice of using the IUD 

(Intra Uterine Divice), while for more than two pregnancies they are given the 

choice of MOW (Female Operative Medical / Sterilization) for MOP (Medical 

Husbands. Male Operative / Vasectomy). 

Based on the description above, it can be seen that there are allegations of 

human rights violations in the implementation of the family planning program and 

the existence of legal rules that must be obeyed, so that the author can provide 

knowledge for health workers to be more careful in carrying out the installation of 

contraceptives and if There is a mother who refuses the act of installation, we 

must respect the opinion of the patien and must not force their will on the grounds 

of the Government Program. We must be able to provide education about family 

planning and informed consent. 

As is well known, there are statutory provisions that are used as the basis 

for regulating reproductive rights, namely: the 1945 Constitution. CHAPTER XA 

concerning Human Rights from Articles 28A to 28J, Law Number 39 of 1999 

concerning Human Rights Article 10 The right to have a family and continuing 

descent, Law Number 36 Year 2009 Health, Article 27 Regarding Legal 

Protection for Health Workers, Article 56 Concerning Patient Protection, Law 

Number 44 Year 2009 concerning Hospitals, Article 46 Concerning Legal 

Responsibility, Law Number 52 Year 2009 regarding Population and Family 

Development Articles 20 to 27 concerning Family Planning. Government 

Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. 

 

Key words:  Post partum  family planning legal protection viewed from a human 

rights perspective. 
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